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Wah, Anggota TGUPP Rangkap Jabatan

Jadi Dewan Pengawas , -

di Tujuh RSUD

JAKARTA - Komisi E (bidang kesra)

DPRD DKI Jakarta bakal memanggil -

anggota Tim Gubernur Untuk Perce-
patan Pembangunan (TGUPP) Ach-
mad Haryadi. Pasalnya, merangkap
jabatan menjadi Dewan Pengawas
di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) di DKI Jakarta.

Hal itu diketahui saat Komisi E
DPRD DKI Jakarta rapat bersama Di-
nas Kesehatan DKI Jakarta membahas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) DKI- Jakarta

2020. “Anggota TGUPP atas nama |

Haryadi, dia menjadi Dewan Pengawas
di tujuh rumah sakit DKI,” ungkap
Iman Satria, ketua Komisi E DPRD
DKIJakarta di DPRD DKT, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Tujuh RSUD yang dimaksud, yaita |
RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD

Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD
Pasar Rebo, RSUD Budi Asih dan

RSUD Duren Sawit. Iman menutur- =

kan, Haryadi terlebih dahulu menjadi
Dewan Pengawas tujuh sakit itu sebe-
lum akhirnya menjadi anggota TGUPP
pada 2018. %2016, dia sudah masuk

s;ebag 'DewanPengav\;as dulu ba]:u
as PI

j) caws negg""’&'ip}].?(PNS)
: “Dfa*}ﬁ‘isudah pen—'

cari dulu Iiayeﬁg hukummya ucap,

eh ata@ ak,” tambah dla, 7
an allrme_lf& andingkan dengan
ejabat daerah di DKI Jakarta. Pejabat —

 di DKI tidak holeh merangkap jabatan
" deﬂm"’tlf karena dikhawati

hawatirkan peker—

jaannya tidak kus. Implikasi-
_nya pelayan ap masyarakat
~ bisa terganggu. “Selain melihat di

Samping sisi hukum, kami juga lihat
dari efektivitasnya j juga. Kalau dia me-.
sana (TGURP-
n Pengawas-r

Menurut dia, setiap rumah
memiliki lima orang dg‘

(ribet-red),” tambah dia. : :
- TGUPP dan Dewan Penga-

: 'hanya tlga orang dan kalangan profe-
sional yang boleh menerima,” kata dia,
Karena itulah, kata dia, alangkah
Iman “Kaml ‘akan fo].low up, kai “‘. * baikmns i
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jataan Iman Satna tersébut (aen)

orang lagi dari orang kalangan luar.
= “Kayaknya setiap rumah salﬂp kan

an i 1tuk dlbagl
da tlgh dewan D ngawvasw Dua
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Kaml akan-follow up, kam|
akan coba lihat dulu payung
hukumnya, berarti kan dia
menerima dua gaji yah di

~'was. Ini boleh atau tidak”.

Iman Satria
Ketua Komisi E DPPD DKI Jakarra




